
 

 

PEMERINTAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT 
PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT 

NOMOR   9   TAHUN 2006 

TENTANG 

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 
34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan  Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah salah satu jenis 
pajak Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor; 

  b. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah, pengelolaannya perlu diatur 
dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan   Provinsi 
Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian 
Barat ( Lembaran  Negara  Tahun  1969  Nomor  47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2097); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209); 

 

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); 

 

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3480);  

 

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3684);  

 

 



6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); 

 

7. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi 
Irian Jaya tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, 
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3894)  

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4048); 

 

9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4151); 

 

10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

11. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor  3952);  

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4138); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4593); 

 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

 

 

 

 



18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman 
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 

 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata 
Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 

 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem 
dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan 
Pendapatan Lain-lain; 

 

Dengan Pesetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT 

dan 

GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK  KENDARAAN BERMOTOR. 

B A B   I 

KETENTUAN UMUM 

P a s a l   1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi  Irian Jaya Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat. 

3. Gubernur ialah Gubernur Irian Jaya Barat. 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat. 

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Irian Jaya Barat. 

7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut 
atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 

8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut 
orang atau barang-barang dengan dipungut bayaran, menggunakan Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan warna plat dasar kuning dan tulisan hitam. 

9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta 
gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan 
teknik berupa motor, atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber 
daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan 
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, termasuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 

11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun terhitung sejak didaftar; 

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD, adalah 
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau 
pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/ atau harta dan 
kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang–undangan Perpajakan Daerah. 

13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SSPD, adalah surat yang 
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 
terutang kepada Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh  Gubernur. 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD, adalah Surat 
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak . 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDKB, 
adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit 
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,besarnya sanksi administrasi, dan 
jumlah yang masih harus dibayar. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat dengan 
SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang 
telah ditetapkan. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDLB 
,adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya 
terutang. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN, adalah 
Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah 
kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

19. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat dengan STPD, adalah Surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan /atau sanksi administrasi berupa bunga     dan /atau denda. 

20. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan 
Perundang–undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD. 

21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan  terhadap SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh 
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan , mengolah data 
dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan 
Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daerah. 

23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah, adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di 
bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat 
keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 
penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, 
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
pada setiap tahun pajak berakhir. 

 

 

 

 



B A B     II 

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK 

P a s a l   2 

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor yang disingkat PKB dipungut Pajak atas kepemilikan 
dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. 

P a s a l   3 

Obyek pajak adalah  kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor termasuk 
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, yang berada di daerah lebih dari 90 
(sembilan puluh) hari berturut-turut. 

P a s a l   4 

Dikecualikan dari objek pajak adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor 
oleh : 

a. Pemerintah; 
 

b. Kedutaan, konsulat perwakilan asing dan lembaga–lembaga Internasional dengan azas 
timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak Negara; 

 

c. Pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan/ atau dijual; 
 

d. Kepemilikan atau penguasaan kendaran bermotor yang berada di daerah kurang 90 
(sembilan puluh) hari terhitung sejak tiba; 

 

P a s a l  5 

(1) Subjek Pajak adalah setiap orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak memiliki 
dan/atau menguasai kendaraan bermotor. 

 

(2) Wajib pajak adalah setiap orang pribadi atau badan yang wajib membayar pajak karena 
memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. 

 

(3) Yang bertanggung jawab atas penyerahan pajak adalah : 

a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan kuasanya atau ahli warisnya; 
b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya. 
 

(4) Dalam hal perorangan atau Badan menerima penyerahan kendaraan bermotor yang 
pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi, maka pihak pertama bertanggung jawab 
atas pelunasan pajak tersebut. 

 

B A B     III 

DASAR PENGENAAN  TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

P a s a l   6 

(1) Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok : 

a.  nilai jual kendaraan bermotor; 

b. bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran 
lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. 

 


